
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

    Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor:
100.3.2/3687/SETDA.III tanggal 16 September 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan
materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

        Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud
agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi 
e-Perda.

        Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n.Menteri Dalam Negeri

 
Direktur Jenderal 
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan: 
Menteri Dalam Negeri.

Nomor : 100.2.1.6/5886/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas 
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Kalimantan Utara tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-
2029.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

30 Oktober 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.
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RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 

 

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

 
RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
NOMOR ... TAHUN ... 

 
TENTANG  

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2025-2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 
 

 
Tetap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menimbang  :  
 
 
 
 
                                
 
                        

                                                            
 

 
 
                         
           
                          
 

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan 
dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah, diperlukan penyusunan rencana 
strategis perangkat daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 
123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

                Tetap  
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RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

Mengingat :    
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5362); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 

Mengingat :    
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan 

Dasar Hukum Mengingat 
dilakukan perbaikan 
teknik penulisan 
berdasarkan angka 43 dan 
angka 52 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
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RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor    6    
Tahun    2023    tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  6856); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Tahun 2024 Nomor 12); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, 

Kedua Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 229, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5362); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor    6    Tahun    
2023    tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6856); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 55); 

 

(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 
(Lembaran Daerah Provinsi 
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RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 
12); 

9. Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 
2025-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Nomor 55); 

 

MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 
2025-2029. 

 

Tetap  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen 

 
Pasal 1 dilakukan 
perbaikan teknik 
penulisan berdasarkan 
angka 98 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011. 
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RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
adalah dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan 
Utara untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 2 
(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2025-2029. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 
Perangkat Daerah. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas : 
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; 
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
e. Satuan Polisi Pamong Praja; 
f. Dinas Sosial; 
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
i. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

j. Dinas Lingkungan Hidup; 
k. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
m. Dinas Perhubungan; 
n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian; 

Pasal 2 
(1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah tahun 2025-2029. 

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun rencana kerja Perangkat Daerah. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas : 
a. dinas pendidikan dan kebudayaan; 
b. dinas kesehatan; 
c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman; 
d. badan penanggulangan bencana Daerah; 
e. satuan polisi pamong praja; 
f. dinas sosial; 
g. dinas tenaga kerja dan transmigrasi; 
h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

i. dinas pertanian dan ketahanan pangan; 
j. dinas lingkungan hidup; 
k. dinas pemuda dan olahraga; 
l. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; 
m. dinas perhubungan; 

 
Pasal 1 dilakukan 
perbaikan teknik 
penulisan berdasarkan 
angka 87 dan angka 107 
Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 
2011. 
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o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah; 

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
s. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
t. Dinas Pariwisata; 
u. Dinas Kehutanan; 
v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 
w. Sekretariat Daerah; 
x. Sekretariat DPRD. 
y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 

Daerah; 
z. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 
aa. Badan Pendapatan Daerah; 
ab. Badan Kepegawaian Daerah; 
ac. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
ad. Badan Pengelola Perbatasan Daerah; 
ae. Badan Penghubung; 
af.  Inspektorat Daerah; dan 
ag. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

n. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan 
persandian; 

o. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan 
usaha kecil dan menengah; 

p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 
q. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu; 
r. dinas perpustakaan dan kearsipan; 
s. dinas kelautan dan perikanan; 
t. dinas pariwisata; 
u. dinas kehutanan; 
v. dinas energi dan sumber daya mineral; 
w. sekretariat Daerah; 
x. sekretariat dprd. 
y. badan perencanaan pembangunan, riset dan 

inovasi Daerah; 
z. badan keuangan dan aset daerah; 
aa. badan pendapatan Daerah; 
ab. badan kepegawaian Daerah; 
ac. badan pengembangan sumber daya manusia; 
ad. badan pengelola perbatasan Daerah; 
ae. badan penghubung; 
af.  inspektorat Daerah; dan 
ag. badan kesatuan bangsa dan politik. 

 

Pasal 3 

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahuluan; 
b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan 

Isu Strategis Perangkat Daerah; 

Pasal 3 

(1) Renstra PD tahun 2025-2029 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
a. bab I : pendahuluan; 
b. bab II : gambaran pelayanan, 

permasalahan dan isu strategis 
Perangkat Daerah; 

 

Pasal 1 dilakukan 
perbaikan teknik 
penulisan berdasarkan 
angka 87 dan angka 107 
Lampiran II Undang-
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c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah 
Kebijakan; 

d. Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 
dan 

e. Bab V : Penutup. 
(2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah 
kebijakan; 

d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan 
dan kinerja penyelenggaraan 
bidang urusan; dan 

e. Bab V : penutup. 
(2) Tetap. 
 

Undang Nomor 12 Tahun 
2011. 
 

Pasal 4 
Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi 
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2025-2029. 

 

Pasal 4 
Tetap 

 
 

Pasal 5 
Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi 
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2025-2029. 
 

Pasal 5 
Tetap 

 

Pasal 6 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.  
 

Pasal 6 
Tetap 

 

                                             Ditetapkan di Tanjung Selor 
                                             pada tanggal 
                                             GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 
                                

                                Ditetapkan di Tanjung Selor 
                                pada tanggal 
                                GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 
                                

Penyempurnaan 
redaksional. 
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                                             Ttd. 
 

                                             ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
 
Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 
 
            Ttd, 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
TAHUN...NOMOR... 
 

                                             Ttd. 
 

                                 ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
 
Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 
 
Ttd, 
 
BUSTAN 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
TAHUN...NOMOR... 
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